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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas kinerja penegak hukum 
dimulai dari kepolisian, jaksa dan hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
yuridis empiris. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sumber 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data 
mengunakan teknik kualintatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, 
proses penyelesaian perkara dalam tindak pidana aborsi didasarkan pada KUHAP 
dengan mengamati alur mulai dari penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan di 
persidangan, penuntutan, pledoi, replik, duplik. Kedua, hakim mempertimbangkan 
Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah obat yang diberikan kepada 
korban berefek dapat menjadikan gugurnya kandungan korban atau tidak. Ketiga, 
dari pengamatan lalu dianalisis secara otomatis dapat dilihat lembaga Kepolisian 
dan Kejaksaan menjadi titik lemah dalam proses penegakan hukum perkara 
tersebut. Karena Penuntut Umum kurang cermat dalam menentukan lengkapnya 
berkas penyidikan. 
 




The purpose of this study was to determine the quality of law enforcement 
performance starts from the police, prosecutors and judges. This research 
includes empirical juridical. Research conducted in Sukoharjo District Court. 
Source data used are primary data and secondary data. Data analysis techniques 
using techniques qualitative. The results showed that: First, the process of the 
settlement in a criminal act of abortion is based on the Criminal Procedure Code 
by observing the flow ranging from investigation, prosecution, investigation at the 
trial, the prosecution, plea, replik, duplik. Second, the judge considered the public 
prosecutor can not prove whether the drugs given to victims of the death of an 
effect can make the content of the victim or not. Third, the observation and then 
analyzed automatically viewable Police and Attorney institute a weak point in the 
law enforcement process the case. Because the Public Prosecutor less careful in 
determining the full investigative files. 
 






1.  PENDAHULUAN 
Pada era zaman seperi sekarang ini perkembangan masyarakat melejit 
sebagai efek dari pembangunan segala sisi kehidupan masyarakat yaitu sosial, 
ekonomi, budaya, dan tenologi yang dapat membawa dampak positif dan dampak 
negatif dalam masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya angka 
kriminalitas dari tahun ke tahun. Seperti halnya dalam kehidupan sosial yaitu 
marakya kasus aborsi, hal tersebut dipicu kehidupan sosial yang tidak berpegang 
pada agama atau keyakinan, pengaruh negatif budaya luar, inspirasi dari informasi 
baik dari media televisi maupun internet, dan penyalahgunaan ilmu pengetahuan 
(pengetahuan dalam bidang ilmu kesehatan). Seperti halnya dalam bidang 
kesehatan menyangkut kasus aborsi, jumlah aborsi di Indonesia sangat 
memprihatinkan, laporan dari BKKBN yang dimuat dalam situs berita CNN 
Indonesia pada tahun 2013 laporan dari Australian Consortium For On Country 
Indonesia Studies menunjukkan hasil penelitian di sepuluh kota besar di Indonesia 
dan enam kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. 
Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan besar 78 persen dan 
perempuan di pedesaan 43 persen. Perempuan yang melakukan aborsi di daerah 
perkotaan besar di Indonesia umumnya berusia remaja 15 tahun hingga 19 tahun. 
Umumnya aborsi tersebut dilakukan pada kehamilan yang tidak diinginkan. 
Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI memaparkan pemicu 
meningkatnya jumlah aborsi di Indonesia disebabkan karena pernikahan di usia 




Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kejadian  aborsi lebih 
tinggi di perkotaan dibanding di pedesaan, dan sebagian besar merupakan 
kejadian aborsi sengaja, terutama di kota. Banyak kejadian aborsi merupakan 
aborsi tidak aman, data menunjukkan bahwa peran dukun bayi dalam pelayanan 
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aborsi masih besar, apalagi di pedesaan. Demikian banyak pula penyedia 
pelayanan lain beroperasi secara sembunyi-sembunyi, yang kemungkinan besar 
terkait dengan aborsi tidak aman.
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Dari banyaknya kasus aborsi yang disampaiakan melelui hasil penelitian 
tersebut menjadi indikasi bahwa tidak semua aborsi yang dilakukan tersebut 
beralasan secara medis dan dalam keadaan darurat dan menyelamatkan jiwa ibu. 
Secara otomatis tindakan aborsi yang terjadi di masyarakat beberapa persenya 
merupakan aborsi yang dilarang (tindak pidana). Suatu tindakan dapat disebut 
sebagai tindak pidana apabila tindakan itu mengandung unsur-unsur tindak pidana 
yaitu pebuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal 
yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberi definisi perbuatan 
(handeling) sebagai setiap perbuatan otot yang di kehendaki yang diadakan untuk 
menimbulkan suatu akibat.  Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam 
arti hukum pidana, tergantung pada atau tidaknya syarat “dikehendaki”yang 
merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya 
hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti 
hukum pidana. Perbuatan dan kesalahan disini merupakan suatu kesatuan karena 
memang sejak semula tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana); bukanya 
ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kejadian  aborsi lebih tinggi di 
perkotaan di banding di pedesaan, dan sebagian besar merupakan kejadian aborsi 
sengaja, terutama di kota. Banyak kejadian aborsi merupakan aborsi tak aman, 
data menujukan bahwa peran dukun bayi dalam pelayanan aborsi masih besar, 
apalagi di pedesaan. Demikian banyak pula penyedia pelayanan lain beroperasi 
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Berdasarkan uraian yang dikekemukakan dalam latar belakang maka yang 
menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, 
bagaimanakah proses penyelesaian perkara dalam tindak pidana aborsi. Kedua, 
bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menetapkan putusan bebas 
dalam perkara tindak pidana aborsi. 
 
2.  METODE 
Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan 
suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian 
dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.
5
 Sumber data mengunakandata 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengunakan analisis data 
kualitatif. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Analisis terhadap Proses Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana 
Aborsi 
Awal dari sebuah proses acara pidana secara garis besar dalam penelitian 
ini penulis sajikan dimulai dari bagian yang menyangkut hal pokok perkaranya, 
yang pada intinya hal yang menyangkut pokok perkara itu terjadi pada proses 
ekploitasi/mengali alat bukti melalui frase penyidikan dan fase pemeriksaan di 
persidangan, karena fase pemeriksaan di persidangan ini adalah fase yang paling 
krusial, karena pada fase inilah keadilan dan kepastian hukum itu diwujudkan 
dalam praktik. Pengadilan dianggap sebagai benteng terakir para pencari keadilan, 
baik itu bagi Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, korban, maupun masyarakat luas. 
Fase ini digawangi oleh aparat penegak hukum separti Jaksa Penuntut Umum, 
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hakim dan advokat yang disebut-sebut sebagai profesi yang mulia.
6
 Sedangkan 
pada fase perdebatan adalah fase dimana ada perdebatan antara Penuntut Umum 
dengan Penasehat Hukum dalam mempertahankan pendapat antara perbuatan 
yang dilakukan dengan hukum yang diterapkan, karena di sini Jaksa penuntut 
umum berdiri di atas kepentingan atas nama penuntut umum sedangkan penasehat 
hukum berdiri diatas kepentingan klienya/Terdakwa. Seperti halnya dalam kasus 
ini penulis menganalisis dimulai dari bagian penyidikan, pendakwaan, 
pemeriksaan sidang, penuntutan, pembelaan/Pledoi, tangapan Jaksa Penuntut 
Umum atas pembelaan/Pledoi, duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas jawaban 
replik Jaksa Penuntut Umum. Dari paparan hasil penelitian penulis ini tujuan 
sejatinya adalah mengambarkan kualitas/kemampuan/kinerja Kepolisian, 
Kejaksaan, Penasehat Hukum (Advokat) dan Hakim.  
Tindakan penulis dalam menganalisis proses perkara No. 
206/Pid/2014/PN.SKH dimulai dari acara penyidikan yang diuraikan secara 
singkat, karena penyidikan baru masuk sebagai upaya Pejabat Kepolisian dalam 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 5 
KUHAP). Pengertian “terang”di sini adalah dapat ditentukan tindak pidana apa 
menurut undang-undang yang telah terjadi dan semua unsur menurut rumusan 
tindak pidana menurut undang undang dapat dipenuhi, atau dengan kata lain 
memenuhi semua unsur atau elmen dari formula 5W +1H. Who itu siapa 
tersangkanya atau korbanya dan saksisaksinya. What itu tindak pidana apa yang 
dilakukan (Tepus Delicti). Where itu dimana tempat dilakukan perbuatan itu 
(Loctus Delicti). Why itu apa motif dilakukanya perbuatan. Dan How itu 
merupakan bagaimana tersangka melakukan perbuatan itu (modus operadi) dan 
bagai mana solusi hukum kasus itu.
7
 Jadi di sini belum terjadi perdebatan hukum 
antara fakta-fakta alat bukti dengan unsur Pasal yang didakwakan. karena yang 
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dimaksud dengan fakta itu adalah kebenaran yang diakui secara sah menurut 
hukum. Tahap ini baru upaya menemukan tersangka, karena tersangka/orang yang 
disangka melakukan perbuatan ini yang akan menjadi sumber diperoleh fakta-
fakta di tahap pemeriksaan di persidangan nanti hasil dari penelitian penelis 
tentang penyidikan dapat diamati sebagai brikut: 
Dalam perkara ini diduga telah terjadi tindak pidana praktik kesehatan 
tanpa ijin terhadap korban Sdri. Sudarni Binti Sono Nartowirejo (What), yang 
dilakukan oleh Tersangka Sdri. Kodrat Wijiastuti Binti (Alm) Suyadi (Who) yang 
terjadi pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 pukul 13:30 WIB (When),  
bertempat di rumah Tersangka di Dk. Tanjunganom  Rt.01/05 Ds. Kwarasan Kec. 
grogol Kab. Sukoharjo (Where). 
Tersangka dalam melakukan perbuatanya tersebut mengunakan peralatan 
di antaranya berupa: sebuah ember plastik kecil berwarna biru muda, sebuah 
sonde tumpul terbuat dari besi stenlies, sebuah sonde kait terbuat dari besi 
stenlies, sebuah oreta terbuat dari besi stenlies dan sebuah sepikulum terbuat dari 
besi stenlies.  
Tersangka melakukan pelayanan kesehatan dengan cara tersangka 
menyuruh kepada korban untuk minum obat maag berupa Mixolan sebanyak 1 
(satu) tablet (How) dan sekitar seperempat jam kemudian Tersangka menyuruh 
korban untuk membersihkan kemaluanya di dalam WC/kamar mandi yang berada 
di kamar tidur Tersangka, namun setibanya di depan kamar mandi, tiba-tiba 
korban ada sesuatu keluar dari vaginanya, maka saat itu juga korban langsung 
berteriak minta tolong kepada Tersangka, selanjutnya tersangka mengajak korban 
masuk ke kamar mandi, lalu tersangka menyuruh korban untuk membuka celana 
dalamnya. Dan setelah celana dalamya dibuka ternyata di dalam celana dalam 
korban adalah janin bayi sudah keluar dalam keadaan meninggal dunia, lalu 
tersangka mengambil janin tersebut untuk diletakkan di kamar mandi, karena ari-
ari (plasenta) belum keluar dari dalam vagina korban, selanjutnya Tersangka 
menyuruh korban untuk tidur telentang di tempat tidur yang berada di kamar tidur 
7 
tersangka dan setelah korban tidur telentang, lalu tersangka mengunakan atau 
memasangkan alat berupa sebuah sepikuelum terbuat dari besi stainlies kedalam 
vagina korban untuk membersihkan kotoran yang berada di dalam vagina korban, 
yang kemudian vagina korban mengeluarkan cairan berwarna merah kecoklatan 
sebanyak sekitar satu gelas, setelah vagina korban bersih barulah mengenakan 
celana dalam dan pembalut (softek) kepada korban, lalu tersangka memberikan 
obat anti biotik kepada korban agar tidak terjadi infeksi berupa Amoxan sebanyak 
satu tablet, kemudian tersangka menyuruh kepada korban untuk intirahat atau 
tidur. Setelah tiga jam kemudian di rumah Tersangka kemudian tiba-tiba 
dilakukan pengeledahan oleh tim Sat Narkoba Polresta Surakarta diketemukan 
janin serta peralatan kesehatan tersebut. Sementara  Tersangka pekerjaanya bukan 
seorang bidan dan tidak memiliki izin praktik. 
Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan kerugian 
karena korban menjadi stress (ganguan jiwa) yang harus dilakukan perawatan di 
rumah sakit jiwa, sehingga suami korban yang bernama Sdr. Suyanto banyak 
mengeluarkan biaya. 
Setelah dilakukan tindakan penyidikan dalam perkara No. 
206/Pid/2014/PN.SKH, kemudian dilakukan proses penyerahan berkas penyidikan 
kepada Jaksa Penuntut Umum
8
 Kejaksaaan Negri Sukoharjo yang kemudian 
dengan diberi nomor registrasi perkara No:PDM-71 /SUKOH/Euh/.2/11/2014 atas 
nama Terdakwa Kodrat Wiji Astuti Binti Suyadi.
9
 Dakwaan/tuduhan itu 
didasarkan pada hasil identifikasi atas semua unsur perbuatan yang dilakukan 
(5W+1H)
10
 dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum siap pada proses pendakwaan  
perkara No. 206/Pid/2014/PN.SKH di Kejaksaan Negri Sukoharjo, Terdakwa 
didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan yang sifatnya antara isi 
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rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberi 
“pilihan” kepada hakim atau pengadilan  untuk menentukan dakwaan itu yang 
tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana 
yang dilakukanya
11
 yang dilakukan dengan cara dan tehnik tertentu.
12
 Dalam surat 
dakwaan alternatif yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut berisikan pasal 
yang pertama, melangar Pasal 191 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, 





3.2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Tindak 
Pidana Aborsi  
Dakwaan kedua dalam perkara No.206/Pid.B/2014/PN.SKH Pasal 299 
ayat (2) KUHP; (1) Unsur barang siapa “Yang dimaksud setiap orang dalam 
perkara ini adalah terdakwa Kodrat Wijiastuti Binti Suyadi yang mengakui 
identitasnya sebagimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut  Umum, sehat 
jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh 
Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta mampu menanggapi semua keterangan 
saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua 
perbuatanya, hal ini menunjukk an unsur tindak pidana dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab terpenuhi”; (2) Unsur tanpa izin dengan senganja 
mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan 
memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu 
kandunganya dapat digugurkan “Unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif 
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 “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negri dengan permintaan agar segera 
mengaadili perkara tersebutdisertaindengan surat dakwaan” 
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sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini 
dianggap telah terpenuhi menurut hukum. 
Delik dalam pasal ini adalah delik kesengajaan dengan demikian yang  
disadari/dikehendaki terdakwa ialah bahwa ia melakukan pengobatan atau 
menyuruh supaya diobati. Demikian juga Terdakwa mengetahui bahwa obyek 
tersebut adalah seorang wanita. Dan menyadari pula bahwa ia memberitahukan 
sesuatu atau menimbulkan suatu pengharapan kepada wanita itu, bahwa 
kehamilan dapat digugurkan oleh pengobatan itu. Namun apakah obat, alat, usaha 
itu dapat atau tidak menggugurkan suatu kehamilan, demikian  pula apakah 
wanita itu benar-benar hamil atau tidak, tidak dipersyaratkan untuk diketahuinya. 
Yang dimaksud dengan mengobati (Inbehandeling nemen) ialah 
melakukan suatu perbuatan terhadap wanita itu ataupun memberikan suatau obat 
atau alat dan bahan juga membersihkan suatu saran kepada wanita dengan 
memberitahukan bahwa karenanya kehamilan itu dapat digugurkan, atau karena 
perbuatan, obat atau saran itu timbul pengharapan kepada wanita itu bahwa 
kehamilanya akan digugurkan.  
Penerapan dalam pasal ini, tidak dipersyaratkan bahwa obat/alat itu 
mujarab atau berhasil, atau juga tidak dipersyaratkan benar-benar terjadi 
keguguran/pengguguran jika wanita itu sudah mengandung bahkan juga tidak 
dipersyaratkan apakah wanita itu benar-benar hamil atau merasa hamil. 
Setelah saksi berada di kamar mandi ternyata janin sudah keluar berada di 
celana dalam kemudian terdakwa membantu sudarni membersihkan darah dan 
memberikan softex dan celana dalam. 
Hakim mempertimbangkan Bahwa dari keterangan saksi Sudarni, pada 
saat di rumah terdakwa, saksi Sudarni selain diberikan kapsul juga disuntik dan 
setelah beberapa saat saksi sudarni mengalami mulas dan janinya keluar. 
Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, terdakwa hanya 
memberikan obat maag yaitu Mixolan karena terdakwa kasihan melihat saksi 
sudarni muntah-muntah, terdakwa tidak pernah memberikan suntikan kepada 
korban. 
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Hakim mempertimbangkan, yang harus dibuktikan pada unsur pasal ini 
adalah adanya kesadaran memberikan obat dan majelis hakim berpendapat adalah 
fakta bahwa terdakwa telah sengaja memberikan obat kepada saksi Sudarni, 
selanjutnya apakah terdakwa menyadari bahwa terdakwa memberitahukan sesuatu 
atau menimbulkan suatu pengharapan kepada saksi Sudarni tentang akibat yang 
menimbulkan sebelum/sesudah minum obat tersebut. 
Hakim mempertimbangkan mengacu pada Pasal 183 KUHAP tentang 
batas minimal pembuktian, bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada 
dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-
alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum 
cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. sebaiknya meskipun hakim 
sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua 
alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
14
 
Hakim mempertimbangkan berdasarkan uraian dan alasan yuridis, majelis 
berpendapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan 
tidak cukup bukti (atau tidak memenuhi batas minimum pembuktian) yang dapat 
meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah memberitahukan atau memberikan 
harapan bahwa obat tersebut dapat menyebabkan keguguran dan hakim 
mempertimbangkan berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Penuntut umum , 
majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum. 
Hakim mempertimbangkan bahwa salah satu unsur dari Pasal 299 ayat (2) 
KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan alternatif kedua sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan 
tersebut. 
Hakim mempertimbangkan oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak 
terbukti, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga. Terhadap dakwaan 
ketiga dalam perkara No.206/Pid.B/2014/PN.SKH Pasal 229 ayat (1) KUHP 
unsur-unsurnya telah dipertimbangkan pada pembuktian dakwaan alternatif kedua 
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dengan demikian majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan 
menyatakan unsur kedua pada dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum. 
Hakim mempertimbangkan oleh satu unsur dari Pasal 229 ayat (1) KUHP 
tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan 
alternatif ketiga sehingga terdakwa menurut majelis hakim haruslah dibebaskan 
dari dakwaan tersebut. 
Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur 
dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa maka dari itu 
majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan, alternatif kesatu Pasal 191 undang-undang nomor 
36 tahun 2009 , kedua Pasal 229 KUHP ayat (2) dan ketiga Pasal 229 ayat (1) 
KUHP sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut. 
 
4.  PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
Pertama, penyidikan pada intinya menurut Natangsa Surbakti dalam 
bukunya menyebutkan bahwa penyidikan merupakan upaya Pejabat Kepolisian 
dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 
butir 5 KUHAP). Pengertian arti terang di sini adalah dapat ditentukan tindak 
pidana apa menurut undang-undang yang telah terjadi dan semua unsur  menurut 
rumusan tindak pida na menurut undang undang dapat dipenuhi, atau dengan kata 
lain memenuhi semua unsur atau elmen dari formula 5W +1H. Who itu siapa 
tersangkanya atau korbanya dan saksisaksinya. What itu tindak pidana apa yang 
dilakukan (Tepus Delicti). Where itu dimana tempat dilakukan perbuatan itu 
(Loctus Delicti). Why itu apa motif dilakukanya perbuatan. Dan How itu 
merupakan bagaimana tersangka melakukan perbuatan itu (Modus operadi) dan 
bagai mana solusi hukum kasus itu.  
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Kedua, akwaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa 
melangar Pasal 191 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, kedua melangar 
Pasal 229 ayat (2) KUHP, ketiga melanggar  Pasal 229 ayat (1) KUHP. 
Ketiga, tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan kesatu melangar Pasal 
191 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau kedua Pasal 229 ayat (2) 
KUHP atau  dakwaan ketiga melangar Pasal 229 ayat (1) KUHP, oleh karena itu 
dakwaan dibuat alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang 
terungkap di persidangan yang akan dibuktikan terlebih dahulu yaitu dakwaan 
ketiga melangar Pasal 229 ayat (1) KUHP. 
Keempat, ada pertimbangan hakim melalui cara analisa fakta-fakta di 
persidangan hakim tidak menemukan fakta yang menyebutkan kandungan obat 
yang diberikan terdakwa kepada korban dapat menyebabkan gugurnya 
kandungan.  
Kelima, hal yang membuat dakwaan ini lemah adalah pada proses 
penyidikan tidak dilakukan tes laboratorium mengenai kandungan obat maag yang 
diberikan terdakwa kepada korban, mengenai obat yang diminum apakah benar-
Mixolan dan  Amoxan, seta tentang pemeriksaan secara medis tentang penyakit 
maag yang diderita korban. 
4.2. Saran 
Pertama, kepolisian selaku unjung tombak penegakan hukum di Indonesia 
untuk supaya bekerja secara maksimal, mengerti apa saja delik-delik yang 
dibutuhkan untuk memenuhi unsur Pasal yang sekiranya didakwakan dakwakan 
oleh Penuntut Umum.  
Kedua jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menentukan 
lengkap belumnya suatu berkas penyidikan agar lebih teliti dalam menyatakan 
kelengkapan berkas, karena jaksa yang tau kira-kira pasal apa yang akan 
didakwakan dan bukti-bukti apa saja yang harus dikumpulkan untuk mewujudkan 





Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas 
doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Kakak-kakakku 
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